
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 17 TAHUN 2011 

TENTANG  

INTELIJEN NEGARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang  : a. bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial 
sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini dan 
peringatan dini yang mampu mendukung upaya 
menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan 
eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;   

  b. bahwa sejalan dengan perubahan, perkembangan 
situasi, dan kondisi lingkungan strategis, perlu 
melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap 
berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam 
negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta 
memiliki spektrum yang sangat luas;  

  c. bahwa untuk melakukan deteksi dini dan peringatan 
dini guna mencegah terjadinya pendadakan dari 
berbagai ancaman, diperlukan  Intelijen Negara yang 
tangguh dan profesional, serta penguatan kerja sama 
dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati 
hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;   

d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai 
dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, 
penyelenggaraan Intelijen Negara sebagai lini pertama 
dari sistem keamanan nasional perlu diatur secara lebih 
komprehensif;   

e. bahwa . . . 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Intelijen 
Negara;     

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;    

   

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA   

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG INTELIJEN NEGARA.   
   

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  
1. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan 

yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi 
nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan 
analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul 
melalui metode kerja untuk pendeteksian dan 
peringatan dini dalam rangka pencegahan, 
penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman 
terhadap keamanan nasional.   

2. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen  yang 
merupakan bagian integral dari sistem keamanan 
nasional yang memiliki wewenang untuk 
menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen 
Negara.  

3. Personel Intelijen Negara adalah warga negara 
Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen 
dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.  

4. Ancaman . . . 
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4. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, 
dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar 
negeri, yang dinilai dan/atau  dibuktikan dapat 
membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, 
kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di 
berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial 
budaya, maupun pertahanan dan keamanan. 

5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan 
hukum. 

6. Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, 
dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang 
dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, 
tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh 
pihak yang tidak berhak. 

7. Masa Retensi adalah jangka waktu pelindungan dan 
penyimpanan Rahasia Intelijen. 

8. Pihak Lawan adalah pihak dari dalam dan luar negeri 
yang melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, serta 
tindakan yang dapat mengancam kepentingan dan 
keamanan nasional.  

9. Sasaran adalah orang, benda, atau kondisi yang ingin 
dicapai dari fungsi Intelijen. 

10. Kode Etik Intelijen Negara adalah pedoman bersikap, 
berbicara, bertindak, dan berperilaku bagi Personel 
Intelijen Negara di dalam melaksanakan tugas dan 
dalam pergaulan hidup sehari-hari.   

Pasal 2 

Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi: 
a. profesionalitas; 
b. kerahasiaan; 
c. kompartementasi; 
d. koordinasi; 
e. integritas; 
f. netralitas; 
g. akuntabilitas; dan 
h. objektivitas. 

 

 
Pasal 3 . . . 
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Pasal 3 

Hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam 
sistem keamanan nasional. 

 

BAB II 
PERAN, TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP 

 
Bagian Kesatu 

Peran 
 

Pasal 4 

Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, 
kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan 
dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan 
penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang 
mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan 
keamanan nasional. 

 
Bagian Kedua 

Tujuan 
 

Pasal 5 

Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, 
mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan 
menyajikan  Intelijen dalam rangka memberikan peringatan 
dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk 
dan sifat  ancaman yang potensial dan nyata terhadap 
keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta 
peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan 
nasional. 

 
Bagian Ketiga 

Fungsi 
 

Pasal 6 

(1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, 
pengamanan, dan penggalangan. 

(2) Penyelidikan . . . 
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(2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, 
dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan  
terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, 
dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta 
menyajikannya sebagai bahan masukan untuk 
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. 

(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan 
secara terencana dan terarah untuk mencegah 
dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan 
Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan 
kepentingan dan keamanan nasional.  

(4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, 
dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan 
terarah untuk memengaruhi Sasaran agar 
menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.   

(5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan 
hak asasi manusia. 

 
Bagian Keempat 
Ruang lingkup 

 
Pasal 7 

Ruang lingkup Intelijen Negara meliputi: 
a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri; 
b. Intelijen pertahanan dan/atau militer; 
c. Intelijen kepolisian; 
d. Intelijen penegakan hukum; dan 
e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah 

nonkementerian. 

 
 
 
 
 

BAB III . . . 
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